PENGADILAN TATA USAHA NEGARA P/
JL. PROF MOH YAMIN NO 52 PAL

KELURAHAN BIROBULI UTARE
KECAMATAN PALU SELZ

CALL CENTER 0811- 4

Website:ptunpalu.go.id Email:ptunpalu@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan ini
perkenankanlah Pengadilan Tata Usaha Negra Palu menyampaikan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud
dalam  surat  Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor:
4108/SEK/OT1.6/12/2023 tertanggal 19 Desember 2023 Perihal
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 vyang
ditujukan kepada Para Eselon 1 di lingkungan Mahkamah Agung RI dan
para Ketua Tingkat Banding dan diteruskan oleh Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Makassar.

Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu sudah sesuai dengan outline Mahkamah
Agung dalam hal pelaporan. Menerapkan budaya kerja yang
porofesional, transparan, efisien, efektif dan berintegritas dalam
mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani. Dan tercapainya Visi dan Misi Peradilan yang Agung pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Adapun yang menjadi harapan kami kiranya diperlukan saran
perbaikan guna untuk menyempurnakan pelaporan ini dengan segala
koreksi atas kekeliruan dari laporan ini, kami siap untuk memperbaiki
dan menyempurnakan lebih lanjut.

Demikian Pengantar ini kami sampaikan dan kiranya menjadi
landasan pemikiran lanjut bagi kita warga Peradilan Tata Usaha Negara
Palu ditahun berikutnya.

Palu, 02 Januari 2024
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BAB |
PENDAHULUAN

Memenuhi akan outline pelaporan tahunan (melalui
email terlampir), khususnya untuk Pengadilan Tingkat
Pertama lingkungan Badan Peradilan Tata Usaha Negara di
dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia maka guna
mengimplementasikan maksud dari Bab | Pendahuluan,
Sub A. Kebijakan Umum Peradilan, Pengadilan Tata
Usaha Negara Palu berkomitmen mendukung dan
mengacu kepada  Kebijakan Rencana  Strategis
Mahkamah Agung RI tahun 2020 - 2024 yang teridentifikasi
menjadi 3 (tiga) bidang yang tidak terpisahkan dengan Surat
Edaran maupun Keputusan Mahkamah Agung Rl dan
Instruksi terkait.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam melaksanakan
seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan
Peradilan Tingkat Pertama, kegiatan yang bersifat
administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor :
143/KMA/SK/VIII2007 tentang Pemberlakuan Buku | pada
bagian ketiga (Prosedur penyampaian laporan Pelaksanaan
Kegitan) Laporan Tahunan berdasarkan Program Kerja dan
diserahkan ke Pengadilan Tingkat Banding.

Mahkamah Agung Rl sebagai salah satu Lembaga
Negara sesuai dengan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme serta [nstruksi Presiden Nomor 7
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Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam
pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta
kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.
Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu membuat
evaluasi hasil kerja pemetaan masalah dan pemecahan
masalah tahun 2023.

e —
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BAB I
A. Keadaan Perkara di Peradilan Tata Usaha Negara Palu

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Tahun 2023 menerima
perkara yang didaftarkan di bagian Kepaniteraan sebanyak 152 Perkara,
antara lain perkara tersebut terbagi dalam keadaan Perkara Tingkat
Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.
Dalam hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

» Keadaan Perkara Tingkat Pertama
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» Keadaan Perkara Tingkat Banding

» Keadaan Perkara ngkat Kasasi
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» Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

» Keadaan Perkara Tingkat Eksekusi
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Berdasarkan Tabel diatas maka kita dapat melihat Data Statistik pada Tahun
2023 dibawah ini:

BERDASARKAN DATA STATISTIK PADA TAHUN 2023

05
0 ’ — " it s i AT e —
Tingkat kasasi Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat
Banding Peninjauan Pertama Eksekusi
Kembali
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B. Penyelesaian Perkara

Memenuhi Laporan akhir tahun 2023 maka klasifikasi Perkara Sebagaimana Data terlampir pada kolom
dibawah ini merupakan Jumlah Sisa Perkara yang diputus, Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu,
Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu, Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi.

Pertanahan i e _
KepegéWaian ‘ g o3

[ Perizinan - - 4 4

 TendePengadess . | 1 b g
- | Barang dan Jasa - -
T e Bes 8 01 5 oy
0 eeoey . L
6. | Tindakan Administratit | 113 -

| Pemerintahan - . - -
7 ookl . g i
T e e %
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Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu, Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi:

Diagram Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum

® Kasasi
® Banding
i Peninjauan Kembali

® Eksekusi
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C. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam rangka Meningkatkan
Pelayanan kepada Masyarakat Pencari Keadilan guna mewujudkan
pelayanan yang Cepat, Mudah, Akuntabel, Transparan dan Terjangkau.
Pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
menjelaskan bahwa setiap Instansi Pemerintah yang memberikan
pelayanan kepada Masyarakat harus memiliki Standar dalam memberikan
Layanan kepada Publik. Secara responsif, regulasi, dan kebijakan
pelayanan publik ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik
terhadap penegak hukum sebagai wujud badan peradilan yang Agung
sebagaimana Visi dan Misi Mahkamag Agung. Salah satu contoh Badan
Peradilan dibawah Mahkamah Agung yang telah memiliki program untuk
meningkatkan Pelayanan Publik adalah Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu. Program
tersebut telah berlangsung sejak tahun 2015. Pengadilan Tata Usha
Negara Palu telah di datangi oleh Tim Asesment dan telah
menandatangani nota kesepahaman antara Ketua Tim Asesment dengan
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Maka dari hal tersebut sebagai
Warga Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mewujudkan dan
meningkatkan Pelayanan yang Prima dan terbaik untuk Masyarakat
Pencari Keadilan. Dalam setiap Awal Tahun Anggaran berjalan di Satuan
Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mendapat alokasi dan realisasi
anggaran yang diajukan, khususnya untuk bagian Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum). Adapun Layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara
Palu saat ini sangat membantu Masyarakat Yang Kurang Mampu untuk
mengajukan Perkara ke Pengadilan disebut Perkara Prodeo (Pembebasan
Biaya Perkara). Sebagai Pelayan Masyarakat kita mempunyai rasa
tanggungjawab yang sangat besar demi pelayanan prima dan kepuasaan
Masyarakat berdasarkan Visi dan Misi pada Pengadilan Tata Usaha
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Negara Palu Yaitu Visi * Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
yang Agung” dan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, Cepat, Biaya Ringan,

dan Transparansi;

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradiian dalam

Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat;

3. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

yang Efektif dan Efisien;

4. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan

Sesuai dengan Ketentuan yang Beriaku.

Menunjang Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai Pelayan
Masyarakat yaitu Meningkatkan dan Mewujudkan Pelayanan yang Prima
sehingga Indeks Kepuasaan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengadilan
Tata Usaha Negara sangat memuaskan berdasarkan Hasil survey yang
dilaksanakan tiap hari jam kerja Pelayanan. Adapun Pelayanan yang
dilaksanakan sebagai berikut :

- Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 dan
Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2014, Masyarakat yang tidak
mampu berhak mendapatkan layanan hukum di Pengadilan. Pengadilan Tata
usaha Negara menyediakan Posbakum yang melayani pemberian informasi,
konsultasi dan nasehat hukum atau membantu pembuatan dokumen hukum
yang dibutuhkan. Posbakum di Pengadilan dapat memberi referensi
mengenai pengacara yanga akan mendampingi persidangan. Bantuan
Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum
secara Cuma-Cuma kepada Penerima bantuan Hukum. Penerima Bantuan
Hukum Adalah Orang atau Kelompok Orang Miskin. Pemberi Bantuan
Hukum Adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan
yang Memberi Layanan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang.

e ———————et———————————————————————
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Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah menjalin Kontrak Kerja
sama selama satu tahun Memorandum Of Undertsanding (MOU) dengan
Pos Bantuan Hukum yaitu “Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi
Tengah” untuk melaksanakan Mandatory Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman Pasal 57 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak
Mampu di Pengadilan. Pemberian pelayanan bantuan hukum bagi
masyarakat kurang mampu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu di
antaranya melayani:

» Pemberian informasi, Dokumen, Konsultasi, dan Advice Hukum vyang
Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Sesuai Dengan
Ketentuan Peraturan Perundang — Undangan;

« Penjamin dan Pemenuhan Hak Bagi Penerima Bantuan Hukum Untuk
Mendapatkan Akses Keadilan Secara Profesional;

« Melayani Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara;

« Melayani Beracara Cuma-Cuma / Prodeo.

Realisasi Penyerapan Tahun 2023 pada Posbakum Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu sebagai berikut :

- Posbakum Rp. 32.900.000,-
- Realisasi Rp. 32.900.000,-
- Sisa Rp. 0,-

- Belanja Jasa Profesi Rp. 28.800.000,-
- Realisasi Rp. 28.800.000,-
- Belanja ATK Posbakum Rp. 4.100.000,-
- Realisasi Rp. 4.100.000,-
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- Perkara Prodeo

Prodeo adalah Proses berperkara di Pengadilan secara Cuma-
Cuma dengan dibiayai Negara melalui anggaran Mahkamah Agung.
Mengenai Pro deo atau kita kenal denga Prodeo sesuai dengan Peraturan
Mahkamah Agung Republik indonesia No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Dalam laman
resmi tersebut yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara
secara Cuma-Cuma (Prodeo) adalah Masyarakat yang tidak mampu secara
ekonomis, dengan syarat melampirkan berdasarkan (Pasal 7 ayat 2 dan
Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014) sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa/Lurah/Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar
yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara;

2. Surat keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu keluarga
Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS),
Kartu Beras Miskin (RASKIN), Kartu Program Keluarga Harapan
(PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan
Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar
penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang
dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan

keterangan tidak mampu.
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BAB Il
SUMBER DAYA MANUSIA

A. Sumber Daya Manusia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Pengadilan Tata
Usaha Negara Klas | dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya didukung dengan sumber daya manusia dari berbagai disiplin
iimu. Sumber daya manusia yang tersedia saat ini telah
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bagian.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka sumber daya
manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu terbagi dalam dua
bagian yaitu bagian teknis dan non teknis. Bagian teknis menangani
tugas dibidang teknis Peradilan sedangkan non teknis menangani tugas
kesekretariatan sebagai penunjang pelaksanann tugas Peradilan.
Sampai saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memiliki Sumber
Daya Manusia berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) orang yang terdiri dari :

A. Pegawai Teknis Hakim Yaitu:

1 Danan Priambada, S.H.,M.H. Ketua
. Dr.Eko Yulianto, S.H, . M.H. Wakil
3 | Aditya Permana Putra, S.H. Hakim
4 Richard Tulus, S.H. Hakim
5 Anissa Yanuartanti, S H. Hakim
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B. Pegawai Teknis Kepaniteraan yaitu:

1 Burhan, S.H.,M.H. Panitera

2 Jonaidi Madri, S.H,.M.H. Panitera Muda
Perkara

3 Proklamasi P.M.Hambuako, S.H. Plt.Panitera Muda
Hukum

4 Jemmy Joieh Hattu, S.H. Panitera

5 Karnali, S.H. Panitera

6 Riswan Laidi, S.H. Panitera

7 Ade Ario Yudanto, S.Kom Jurusita Pengganti

C. Pegawai Non Teknis Kesekretariatan yaitu:

1 | Hj.Sitti Junaedah, S.E Sekretaris

2 | Hj.Aminah, S.H. Kasubbag PTIP

3 | Imelda Christine, S.E. Kasubbag
Kepegawaaian &
Ortala

4 | Femianti, S.Kom Kasubbag Umum &
Keuangan

5 | Galih Azizkhan, S.IP Analis Kepegawaian
Pertama

6 | Dian Puspita, S.H. Analis  Pengelola
Keuangan  APBN
Ahli Pertama

D.Analis Perkara Peradilan

Shenny Rustam Moidady, S.H. Analis Perkara Peradilan
2 Nicko Antonio Wijaya, S.H. Analis Perkara Peradilan
3 Anas Banu Aji, S.H. Analis Perkara Peradilan
4 Muhammad Gravi Danutirto, S.H. Analis Perkara Peradilan
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| Sukarno

E. Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri

Satm |

Umum & Keuangan

1

2 Frangky Atimang Satpam Umum & Keuangan

3 | Samsul Bahri Satpam Umum & Keuangan

4 Faldy Abraham Satpam Umum & Keuangan

5 Moh Fauzan, S.Pd.| S.H., M.H. Driver Admin Ecourt, SIPP

6 Ulil amri Alimin, S.E Driver Staf Umum &
Keuangan

7 Moh Fachri Darmawan, S.H. Pramubakti Staf PTIP

8 | Ade Chandra Permana, S.SI Pramubakti Operator bagian Umum
& Keuangan

9 | Achmad Reyzha Pramubakti Staf Umum &
Keuangan

10 | Nur Ramadhan, A.Md.MI|.,S.H. Pramubakti Staf PTIP

11 | Winda, S.E. Pramubakti Staf Kepegawaian &
Ortala
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B. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu saat ini berjumlah 23
(Dua puluh Tiga ) Orang, yang terdiri atas 5 (Lima) Orang Hakim, 6 (Enam)
Orang pejabat teknis (Panitera, Panitera Muda Hukum,Panitera Muda Perkara,
Panitera Penganti) dan 3 (tiga) Orang Pejabat Struktural dan Staf (Sekretaris,
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Perencanaan TI
dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana, dan 3 (tiga) orang Staf Kesektariatan. Jumlah Honorer 11 (sebelas)
Satuan Pengamanan 4 Orang, Pramubakti 5 Orang, Sopir 2 Orang.
Honorer ini di perbantukan di masing-masing Sub bagian karena kekurangan
pegawai di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Melihat kondisi jumlah pegawai yang ada saat ini maka perlu
penambahan pegawai sebanyak 16 orang. Kebutuhan pegawai  untuk
ditempatkan sebagai tenaga staf di bagian Panitera Muda Perkara sebanyak 3
(tiga) orang sebagai petugas meja 1 dan meja 2 dan Meja 3, 2 (dua) Orang
sebagai staf di Bagian Panitera Muda Hukum, 3 (tiga) Orang staf di Bagian
Umum, 2 (dua) Orang Staf di Bagian Kepegawaian, 3 (tiga) orang staf
Perencaan T| dan Pelaporan, dan 6 (enam) Orang Staf di Bagian Keuangan
sebagai Bendahara Pengeiuaran, Bendahara Pengelola PNBP dan Pejabat
Pembuat Daftar Gaji, Tenaga Operator SAK dan Rekonsiliasi Data, Tenaga
Operator SIMAK BMN dan Rekonsiliasi Data, dan 2 (dua) staf administrasi
pengelola keuangan. Kekurangan Pegawai tersebut satker Pengadilan TUN
telah mengusulkan untuk pengangkatan Honorer sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil karena sangat dibutuhkan demi kelangsungan Tugas dan Fungsi
Pengadilan Tata Usaha Negara palu.

T e ]
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B. Mutasi

Satu (1) Orang Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang Mutasi ke
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Sebagai Panitera Tahun 2023

C. Promosi

Tidak ada Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang di
Promosikan Mendapatkan Jabatan pada Tahun 2023

D. Pensiun

Tidak ada Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang Pensiun Pada
Tahun 2023.

E. Diklat ( Teknis / Non teknis )

Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia dibidang Teknis
Judicial, pada tahun 2023 telah diikutkan para Hakim, Pejabat teknis
Kepaniteraan dan Pejabat Non Teknis Kesekretariatan Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Yaitu :

1. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi sekaligus pendampingan penyusunan
target PNBP K/L melalui Aplikasi TPNBP versi 6,0 yang akan
dilaksanakan pada tanggal, @ Januari 2023 yang ikuti oleh Kasubag.
Keuangan dan Umum dan Staf secara Zoom Meeting.

2. Mengikuti Acara Peresmian Renovasi Gedung Mahkamah Agung,
Rumah Jabatan Eselon [, Eselon Il, Rumah Susun Negara Graha
Mahkamah Agung , Gedung Arsip Pulomas dan Renovasi Pengadilan
Tingkat Pertama serta Pembangunan Gedung Baru Pengadilan
Wilayah Sulawesi Utara oleh Ketua Mahkamah Agung secara Virtual
vang dilaksanakan pada tanggal, 25 anuari 2023 yang diikuti oleh
Ketua, Wakil, Para Hakim dan Pegawai PTUN Palu .

3. Mengikuti Kegiatan optimalisasi perlindungan sosial bagi pekerja,
maka BPJS Kesehatan bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) bersinergi melalui integrasi dan Pemadanan Data
Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN) dimana tujuannya agar data

. . .. - ... o
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yang dimiliki oleh masing-masing pihak memiliki kesamaan yang
pemberian Jaminan sosial terutama Jaminan kesehatan Nasional
(JKN) diberikan secara merata kepada seluruh pekerja yang
dilaksanakan pada tanggal, 26 Januari 2023 yang diikuti oleh Seluruh
Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

4. Mengikuti Sosialisasi untuk meningkatkan kompetensi pengelola
perbendaharaan satuan kerja lingkup KPPN Palu yang dilaksanakan
pada tanggal, 08 Februari 2023 yang diikuti oleh Bendahara PTUN
Palu.

5. Mengikuti Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung terkait Administrasi
dan Persidangan Perkara Perdata dan Pidana pada Pengadilan
Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara
Elektronik oleh YM Ketua Mahkamah Aéung R.l yang dilaksanakan
pada tanggal, 20 Februari 2023 yang diikuti oleh Ketua, Wakil, Para
Hakim Panitera dan Pegawai bagian Kepaniteraan secara Zoom
Meeting.

6. Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Pemberian Layanan Informasi
Publik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran
2023 yang dilaksanakan pada tanggal, 13 sampai dengan 15 Maret
2023 diikuti oleh Panitera dan Pegawai bagian Kepaniteraan.

7. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi PEraturan Meteri Keuangan Nomo
210/PMK.05/2022 Tentang tata cara Pembayaran dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belana Negara serta untuk
Sosialisasi abatan Fu'ngsional Keuangan pada tanggal, 09 Maret 2023
yang diikuti oleh Kasubag. Keuangan dan Umum serta Bendahara
PTUN Palu.

8. Mengikuti Evaluasi dan Optimalisasi Capaian IKPA DIPA 005.05
dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 yang
diikuti oleh Sekretaris dan Kasubag,. Keuangan dan Umum.

9. Mengikuti Acara dalam rangka memperingati HUT Ke- 70 IKAHI Tahun
2023 dengan Tema “ Bersama IKAHI wujudkan Hakim Berintegritas,
Raih Kepercayaan Publik” yang dilaksanakan pada tanggal, 20 Maret
2023 yang iikuti oleh Ketua, Wakil dan Para Hakim PTUN Palu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Mengikuti Acara Sosialisasi Pembaharuan Aplikasi SIPP Tingkat
Pertama Versi 5.2.0 dan Aplikasi e-Court Versi 5.0.0 yang dilaksakana
pada tanggal, 4 April 2023 yang dikuti oleh Panitera dan Pegawai
Kepaniteraan Perkara.

Mengikuti Acara Workshop “ Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Interen Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Mahkamah Agung” yang
dilaksanakan pada tanggal, 10 sampai dengan 11 April 2023 yang
diikuti oleh Sekretaris dan Kasubag. PTIP Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu secara Zoom Meeting.

Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksaan
Sistem Akuntabilitas kinera di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya yang di laksanakan pada
tanggal, 6 April 2023 yang diikuti cleh Ketua, Panitera, Sekretaris dan
Kasubag. PTIP Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Mengikuti Acara Sosialisasi Teknis Pengimputan Aplikasi e-Monev
Bappenas Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada tanggal, 17 April
2023 yang diikuti oleh Sekretaris dan Kasubag. Keuangan dan Umum
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Mengikuti Acara Pemberlakuan Iayanan‘ Promosi  Mutasi
Kesekretariatan, pindah antar Instansi dan Jabatan Fungsional
berbasis Elektronik pada Aplikasi system Informasi Kepegawaian di
Lingkungan Mahkamah Agung R.l dilaksanakan pada tanggal 13
Februari 2023 secara Zoom Meeting Mahkamah Agung R.l.

Mengikuti kegiatan dalam rangka mengimplementasikan
kebijakan standar pelayanan diatur dalam keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022Tentang
Standar Pelayanan informasi Publik di Pengadilan yang diikuti
oleh Sekretaris dan Kasub. Ortala yang dilaksanakan pada tanggal 13
s/d 15 Maret 2023 secara Zoom Meeting.

Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa
Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan
Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan bagi

para Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksankan
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pada tanggal 13 s/d 15 Maret 2023 yang diikuti olen Anissa
Yanuartanti,SH secaras Zoom Meeting.

17. Mengikuti Acara Perayaan Hari Perempuan Internasional (8 Maret)
hari HakimPerempuan Internasional (10 Maret) dan Hari Kartini (21
April) Mahkamah Agung R.l bekerjasama dengan Federal Circuit and
Family Court of Australia (FCFCoA) yang didukung oleh Australia
Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) akan menyelenggarakan
Webiner dengan Topik “Peningkatan Kepemimpinan Hakim
Perempuan di Pengaditlan * yang dilaksanakan pada tanggal, 14 April
2023 yang diikuti oleh Ketua dan Hakim Perempuan PTUN Palu.

18. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pagu Indikatif Tahun
Anggaran 2024 secara Daring pada tanggal, 11 Mei 2023 yang diikuti
oleh Sekretaris dan Kasubag. Keuangan dan Umum Pengadilan Tata
Usaha Negara Palu.

19. Mengikuti Sosialisasi Tentang Inventarisasi dan Koreksi Pencatatan
atas BMN Guna Persiapan RKBMN Tahun 2025 yang dilaksanakan
pada tanggal, 8 Juni 2023 yang diikuti oleh Sekretaris dan Kasubag,
Keuangan dan Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

20. Mengikuti Sosialisasi Petunjuk Teknis tentang Inventarisasi dan
Koreksi Data aset yang dilaksanakan pada tanggal, 12 sampai
dengan 13 Juni 2023 yang diikuti oleh Sekretaris dan Kasubag.
Keuangan dan Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

21. Mengikuti Sosialisasi Pagu Indikatif serta petunjuk Teknis Penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Pertanggungjawaban DIPA 05
Tahun Anggaran 2024 dilingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara yang dilaksanakan pada tanggal, 13 Juni 2023 yang diikuti
oleh Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

22. Mengikuti Sosialisasi Migrasi Gaji Web PNS/PNS Polri dari Aplikasi
GPP Desktop ke Aplikasi Gaji Web yang dilaksanakan pada tanggal 5
sampai dengan 7 Juli 2023 yang diikuti oleh Bendahara Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu.

23. Mengikuti Kegiatan pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi
Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung R.| bagi 4 jajaran
Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia - secara Elektronik bagi
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Ketua Wakil dan seluruh Hakim di Lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara Palu pada tanggal 06 Juli 2023 Zoom Meting.

24. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Aplikasi e-SADEWA
secara virtual pada wilayah Kalimantan Timur, Sulawesi
Tengah pada tanggal 06 Juli 2023 yang diikuti oleh
Sekretaris dan Kasub. Keuangan dan Umum PTUN Palu
secara zoom meting.

25. Mengikuti Kegiatan Penguatan Implementasi Nota Kesepahaman dan
Peranjian Kerja sama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan
PT. Pos Indonesia (Persero) yang akan dihadiri Yang Mulia Ketua
Mahkamah Agung maka akan diselenggarakan kegiatan tersebut
secara Online yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2023 yang
diikuti oleh Ketua, Panitera, Sekretaris SITTI JUNAEDAH,SE dan
Pejabat Keuangan serta Staf Keuangan secara Zoom Meting.

26. Mengikuti Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Tanda
Tangan Elektronik Tersertifikasi pada Aplikasi Sakti
dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2023 yang diikuti
oleh Sekretaris dan Kasub Keuangan dan Umum
melalui Aplikasi Zoom Meeting.

27. Mengikuti Kegiatan Rapat Evaluasi dan Optimalisasi Capaian Indikator
Kinera (IKPA) DIPA 05 Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
dilasanakan pada tanggal 25 Juli 2023 yang diikuti cleh H. SITTI
JUNAEDAH, SE dan FEMIYANTI,S_Kom.secara Zoom Meeting.

28. Mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Pengelolaan Keuangan
Perkara dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran
2023 yang diikuti oleh Panitera dan staf Perkara pada tanggal 2 s/d
4 Agustus 2023 secara Daring.

29. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilann yang
dilaksanakan oleh Mahkamah Agung R.| pada tanggal 22 s/d 23
Agustus 2023 yang diikuti oleh Panitera / Sekretaris dan Kasub.
Keuangan secara Daring.
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30. Mengikuti acara Sosialisasi Forum Group Discussion( FGD) bagi Para
Aparatus Penegak Hukum Pengadilan Umum, Agama, Militer dan Tata
Usaha Negara . FGD dimaksudkan untuk mendapatkan data
konfirmasi dari hasil FGD 1 dan 2 serta daftar hambatan dan
tantangan yang spesifik dari masing-masing aparatur Pengadilan.
pada tanggal 21 Juli 2023 yang diikuti oleh Panitera / Sekretaris dan
Kasub Keuangan secara Zoom Meting.

31. Mengikuti Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial
Pimpinan Mahkamah Agung R.| bagi jajaran empat Lingkungan
Peradilan Seluruh Indonesia secara Online yang dilaksanakan pada
tanggal 28 s/d 29 Agustus 2023 yang diikuti oleh Ketua Wakil,
Panitera dan Sekretaris, Kasubag Keuangan , Kabubag PTIP, Kasub.
Ortala.

32. Dalam Rangka Mengikuti kegiatan Sentra Advokasi Perempuan
Difabel dan anak (SABDA) merupakan Lembaga yang konsen pada
Advokasi ke Lembaga Peradilan dalam mewujudkan Peradilan yang
ramah bagi Penyandang Disabilitas salah satu kegiatan adalah
Bersama-sama Pengadilan melakukan Pemantauan Peradilan dalam
rangka menjalankan mandat Peraturan perundang-undangan uga
sebagai proses aktualisasi Pengadilan dalam kaitannya dengan
penyediaan akomodasi yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus
2023 vyang dikuti oleh ANISSA YANUARTANTI ,SH dan
FEMIANTI,S.Kom secara Zoom Meting.

33. Mengikuti kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun
(HUT) Mahkamah Agung R.I yang ke — 78 Tahun 2023 akan
mengadakan serangkaian acara yang dilaksanakan pada tanggal 18
Agustus 2023 yang diikuti oleh Ketua, Wakil, Panitera,Sekretaris dan
Seluruh Pegawai PTUN Palu secara Zoom Meting.

34. Mengikuti Undangan Kegiatan Sosialisasi Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung R.I Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Mahkamah Agung dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2023 yang
ikuti oleh Panitera, Sekretaris, Kasubag Ortala,Kasubag PTIP,
Kasubag Keuangan PTUN Palu secara Zoom Meting.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU Halaman 22



35. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Tanda Tangan Elektronik Piloting
Tahap Il yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2023 yang
diikuti oleh FEMIYANTIS.Kom, WARDI,SE secara Zoom Meting.

36. Mengikuti kegiatan Dalam Rangka Memperingati HUT Ke -78
Mahkamah Agung R.I dan menindaklanjuti arahan Pimpinan untuk
pemecahan Rekor MURI “ Pagelaran Wayang Kulit Dengan Lakon
Semar Bangun Kayangan yang ditonton oleh Empat Lingkungan
Badan Peradilan Seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal
25 Agustus 2023 yang diikuti oleh , Para Hakim, Sekretaris dan
Pegawai secara Zoom Meting.

37. Mengikuti pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Data BMN Percepatan
Sertifikasi Tanah Tindak Lanjut LHP BPK 2022 yang dilaksanakan
pada tanggal 12 September sampai dengan 15 September 2023 yang
dilkuti oleh H. Sitti Junaedah,SE, Femianti,S.Kom, Ade Chandra
Permana,S.Sl dan Achmad Reza dilaksanakan di Pengadilan Tinggi
Agama Palu

38. Mengikuti Kegiatan Evaluasi Pengadaan pada Aplikasi e-Sadewa
yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 September
2023 vyang dikuti oleh Imelda Christine, SE  dan Nur
Ramadhan,A Md.MI,SH secara Zoom Meting.

39. Mengikuti Rapat Koordinasi Kesekretariatan di Lingkungan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan pada
tanggal, 25 sampai dengan 27 September 2023 di Yogyakarta yang
diikuti oleh Sekretaris Sitti Junaedah, SE.

40. Mengikuti Acara Webiner dengan Topik Capaian Kerasama MARI dan
FCFCOA dalam peningkatan Akses Keadilan (26 September 2023)
serta Dialog Peradilan MARI dan FCFCOA Tentang Kepemimpinan
Hakim Perempuan dan Peningkatan keanekaragaman di Peradilan
yang dilaksanakan pada tanggal, 26 sampai dengan 27 September
2023 yang dikuti oleh Wakil, Hakim dan Pegawai PTUN Palu, secara
Zoom Metiing.

41. Mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Tunjangan Kinerja dan Transportasi

Hakim yang akan diselenggarakan secara Daring melalui Aplikasi

e e ———————— A —————————————————"
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42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49,

Zoom Meeting pada Tanggal, 26 September 2023 yang diikuti oleh
Femianti,S.Kom dan Wardi.

Mengikuti Perayaan HUT Dharmayukti Karini yang Ke — XXI Tahun
2023 yang dilaksanakan pada Tanggal, 26 September 2023 yang
diikuti oleh H. Aminah,SH dan Femianti,S.Kom yang diadakan di
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Palu.

Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Kebutuhan Cakim Seluruh
Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2023 yang diikuti oleh Wakil Ketua
dan APP secara Daring.

Mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Bagi ASN
terhadap Penguasaan Teknologi informasi Peradilan di Lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2023 vyang
dilaksanakan pada tanggal, 4 sampai dengan 6 Oktober 2023 yang
diikuti oleh Ade Ario Yudanto, S.Kom.

Mengikuti Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Angkatan XIX bagi
Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara pada
tanggal 12 Oktober sampai dengan 8 Nopember 2023 vyang
dilaksanakan oleh Anissa Yanuartanti , SH.

Mengikuti Sosialisasi Peraturan Dirjen KPPN Palu pada tanggal 14
Oktober 2023 yang diikuti oleh Femianti dan Wardi secara Daring.
Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa
Kepegawaian bagi para Hakim di lingkungan Pengadilan Tata Usaha
Negara pada tanggal, 18 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2023
yang diikuti oleh Anissa Yanuartanti,SH.

Mengikuti Pelatihan Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Integritas
dan Anti Korupsi bagi Pimpinan Pengadilan di Lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara Pada tanggal 02 Nopember sampai dengan 04
Nopember 2023 yang diikuti oleh Richard Tulus, SH dan Aditya
Permana Putra,SH di Hotel Aryaduta Bandung.

Mengikuti Pelatihan Singkat Sengketa Administrasi Perkara secara
Elektronik bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Se Indonesia
dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember sampai dengan 8 Desember
2023 yang diikuti oleh Richard Tulus, SH, MH, Anissa Yanuartanti, SH
dan Aditya Permana Putra,SH dilaksanakan di Hotel Claro Makassar.
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50. Mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Bendahara Pengeluaran Satuan
Kerja di Lingkungan Mahkamah Agubg Rl dan Badan Peradilan yang
ada dibawahnya Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 13 Desember
sampai dengan 16 Desember 2023 di Hotel Aryaduta Menteng Jakarta
Pusat yang diikuti oleh Wardi,SE.

51. Mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan
Satuan Kerja Mahkamah Agung R.| yang dilaksankana pada tanggal
17 sampai dengan 20 Desember 2023 di Hotel Aryaduta Jakarta Timur
yang ditkuti oleh Hj. AMINAH, SH.

52. Mengikuti Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Ketua
Mahkamah Agung R.l di Ambon yang dilaksanakan pada tanggal 19
Desember 2023 secara Zoom Meeting yang diikuti oleh Ketua, Wakil
Ketua, Para Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu.

Selain mengikut sertakan pendidikan dan latihan, juga dilaksanakan
diskusi-diskusi masalah Hukum dan Perundang-undangan, yang
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas tenaga
teknis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
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BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN
PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam Tahun Anggaran 2023 telah
mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan Dana yang
telah dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu DIPA 005.01 Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp.27.696.354.000,- DIPA 005.05 sebesar Rp. 45.600.000,-
Realisasi Anggaran belanja sampai dengan bulan Desember Tahun 2023
sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai
Alokasi Anggaran belanja gaji dan tunjangan Rp.3.070.280.000 ,-
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp. 3.015.410.589,- Sisa Anggaran Belanja Pegawai sampai dengan
akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 54.869.411,-
b. Belanja Barang
Alokasi Dana Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.856.361.000,- Realisasi Anggaran
belanja barang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp.1.856,156.554,- . Sisa Anggaran belanja barang sampai dengan
akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai Berikut : Rp. 204.446.00,-

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung R.|
Pengadilan Tata Usaha Negara Paiu dalam Tahun Anggaran 2023 juga telah
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Negara pada kegiatan Belanja Modal
sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 22.769.713 -
Realisasi Anggaran belanja modal sampai dengan tangga! 31 Desember
et S
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Realisasi Anggaran belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember
Tahun 2023 sebesar Rp. 22.769,488.814,- Sisa Anggaran Belanja Modal
sampai tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.
224.186.,-

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam Tahun Anggaran 2023 juga
telah melaksanakan Pengelolaan Keuangan Negara belanja barang DIPA
Nomor 005.05.2.578851 dengan Anggaran sebesar Rp. 45.600.000,-
Realisasi belanja barang dan jasa pelayaan hukum sebesar Rp.
32.900.000,- Sisa belanja barang dan jasa pelayanan hukum sebesar
0,-

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah di renovasi
sesuai proto type  Empat Lingkungan Peradilan yang dimulai pada Bulan
September tahun 2022 dan selesai pada akhir bulan Nopember Tahun 2023.

Luas Tanah Gedung 3.250 M2 dan Luas Gedung 224 m2 dan halaman
Gedung 212 m2 dan pagar 214 m2 di lengkapi dengan ruangan yang terdiri
atas :

a) Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran

No. | Sarana /Prasarana Gedung Keterangan
Jumlah
1 Ruang Ketua / Ruang Istirahat/ Toilet 1 Baik
2 Ruang Wakil / Ruang Istirahat/Toilet 1 Baik
3 Ruang Hakim 8 Baik
4 Ruang Panitera / Toilet 1 Baik
5 Ruang Sekretaris / Toilet 1 Baik
6 Ruang Sidang Utama 2 Baik

S ________________|
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Ruang Sidang Pemeriksaan Persiapan 1 Baik

Ruang Panmud Hukum 1 Baik
9 Ruang Panmud Perkara 1 Baik
10 Ruang Sub. Bag. Umum & Keuangan 1 Baik
11 Ruang Sub. Bag.Organisasi & Tata 1 Baik

Laksana
12 Ruang Sub Bag Perencanaan dan IT 1 Baik
13 Ruang Perpustakaan 1 Baik
14 Ruang I T 1 Baik
15 Ruang Arsip Kesekretariatan 1 Baik
16 Ruang Arsip Kepaniteraan 1 Baik
17 Ruang Rapat 1 Baik
18 Gudang 1 Baik
19 Ruang Tunggu Penggugat/Tergugat 1 Baik
20 Ruang Posbakum / Toilet 1 Baik
21 Toilet Wanita / Pria 2 Baik
23 Ruang Menyusi 1 Baik
24 Ruang PTSP 1 Baik
25 Ruang Musyawara Hakim 1 Baik
26 RUANG Istrahat dan Ganti 1 Baik
27 Ruang Rapat Ketua 1 Baik
28 Ruang Gudang 1 Baik
29 Ruang Pentri 1 Baik
30 Ruang Sub. Bagian PTIP 1 Baik
31 Ruang Server 1 Baik
32 Ruang Panitera Pengganti 2 Baik
33 Ruang Bendahara 1 Baik
34 Ruang Sub. Bagian Umum 1 Baik
35 Ruang Commen center 1 Baik

. ... . . .. .oE . - o
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36 Ruang Staf Kepegawaian 1 Baik
No. Sarana / Prasarana | Jumlah Jumlah Keterangan
Fasilitas Perkantoran Seluruhnya yang Rusak
1 Lemari Kayu 23 Baik
2 | Rak Besi 13 Baik
3 Filing Cabinet Besi 11 Baik
4 | Brankas 2 Baik
5 | Camera Control 1 Baik
Televison sistem
6 Papan Visual P.Nama 4 Baik
7 | White Board 6 Baik
8 Mesin Absensi 2 Baik
9 FocusingScrrenfLayar 1 Baik
Lod Projector
10 | Mea Kerja Kayu 36 Baik
11 | Kursi Besi Metal 178 Baik
12 | Kursi Kayu 30 Baik
13 | Sice 15 - Baik
14 | Meja Komputer 9 - Baik
15 | Tempat Tidur Kayu 1 - Baik
16 | Meja Resepsionis 3 - Baik
17 | Meubelair lainnya 2 - Baik
18 | Mesin Pemotong 1 - Baik
Rumput
19 | Microphone 10 - Baik
20 | AC Spilit 26 - Baik
21 | Televisi 6 - Baik
22 | Amplifeir - Baik
23 | Ekualizer - Baik
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24 | Londspeaker 7 - Baik
25 | Sound Syistem 1 - Baik
26 | Wireless 2 - Baik
27 | Mic Conference 1 - Baik
28 | Unit Power Supply 2 - Baik
29 | Stabilisator 1 - Baik
30 | Camera Video 2 - Baik
31 | Lambang Garuda 1 - Baik
Pancasila
32 | Tiang Bendera 4 - Baik
33 | Tangga Almenium 1 - Baik
34 | Kaca Hias 4 - Baik
35 | Lambang Instansi 1 - Baik
36 | Audio Mixing Console 1 - Baik
37 | Audio Mixing Portable 1 - Baik
38 | Umnteriptibie power 5 - Baik
supply (UPS)
39 | Power Amplifer 2 - Baik
40 | Peralatan Studio Audio 1 - Baik
Lainnya
41 | Rak Peralatan 2 - Baik
42 | Camera Digital 1 - Baik
43 | Telephone (pabx) 1 - Baik
44 | Intermediate 1 - Baik
Telepone/Key
Telephone
45 | Pesawat Telephone 17 - Baik
46 | Genset 1 - Baik
47 | Internet 1 - Baik
48 | Komputer jaringan 1 - Baik
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lainnya
49 | P.C Unit 36 - Baik
50 |LapTop 28 - Baik
51 | Note Book 2 - Baik
52 | Printer (peralatan 31 - Baik
Personal komputer)
53 | Server 2 - Baik
54 | Router 2 - Baik
55 Hub 1 - Baik
56 Rak Server 1 - Baik
57 | Wireless Acess Point 1 - Baik
58 | Mobile Modem 1 - Baik
Gsm/Cdma
59 | Peralatan Komputer 1 - Baik
Lainnya
60 | Scanner (Peralatan 5 - Baik
Personil Computer)
61 | Monografi 2 - Baik
62 | Alat Musik Keyboard 1 - Baik
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b)

Kendaraan Dinas

Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2 dan Rumah Dinas

Kondisi

N Urai Tahun Keteran
o] raian
Perolehan | gaik Rusak Rusak | gan
Ringan Berat
Jenis
| | Kendaraan
Roda 4
1 Sedan ( Vios ) 2007 v Rusak
ringan
5 Kijang Kapsul 2000 v Rusak
berat
Jenis Tahun
. . Rusak | Keteran
Il | Kendaraan Perolehan Baik Kondisi
Berat gan
Roda 2
1 Gl-Pro 2006 Y Rusak
berat
Supra 2006 Rusak
2 v
ringan
Supra 2007 Rusak
3 v )
ringan
Supra 2008 Rusak
4 \' )
ringan
Revo 2009 v Baik
6 | Revo 2009 v Baik
7 | Revo 2009 v Baik

m
B R e e i ]
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¢) Rumah Dinas

Kondisi
No Uraian Jumlah Baik Rusak Rusak | Keterengan
ai
Ringan Berat
I Rumah Dinas
Rumah Dinas Rusak
1 1 v
Ketua Ringan
Rumah Dinas Rusak
2 1 v
Wakil Ringan
Rumah Dinas Rusak
3 4 v
Hakim Ringan
Rumah Dinas Rusak
4 _ 1 v .
panitera Ringan
Rumah Dinas Rusak
5 1 v
Sekretaris Ringan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu saat ini telah dilengkapi berbagai
macam sarana dan Prasarana seperti perlengkapan sarana gedung dan
fasilitas perkantoran lainnya. Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
masih sangat membutuhkan sarana petlengkapan dan fasilitas perkantoran
seperti Pengadaan Meubelair yang baru dikarenakan Meubelair yang lama
sudah banyak yang rusak akibat perpindahan kantor dan kondisi Barang
sudah tua.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi
- Implementasi E-Court
Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan
istilah Information technology (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apa
pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan,
mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi
adalah teknologi yang dibangun dengan basis utama teknologi komputer.

. .- 00—
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Perkembangan yang terus berlanjut dari teknologi membawa aplikasi
utama teknologi ini pada proses pengolahan data yang berujung pada
informasi.

Lembaga Peradilan merupakan salah satu lembaga peradilan yang
berfungsi sebagai penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan
keadilan. Lembaga Peradilan melaksanakan kekuasaan kehakiman di
Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah peranan
lembaga peradilan. Dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia
membuat inovasi pelayanan Publik dengan berupa Aplikasi yang dapat
memudahkan para pihak-pihak yang berperkara ataupun masyarakat
pencari keadilan.

Pada tahun 2018, Mahkamah Agung RI menerapkan digitalisasi
perkara dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu e-Court. E-Court
adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara
Secara Online , Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara , Pembayaran
dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara
daring. Adapun layanan-layanan yang pada aplikasi e-Court ialah e-Filing
(Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran
Panjar Biaya Perkara Online) dan e-Summons (Pemanggilan Pihak secara
daring).

E-court sendiri telah memiliki payung hukum yang tertuang pada
Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (yang selanjutnya
disebut dengan Perma 3 Tahun 2018). Pada peraturan tersebut diketahui
bahwa Aplikasi tersebut dibentuk dengan beberapa pertimbangan,
diantaranya dilatar belakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor
48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut
dengan UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa
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“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,
cepat dan biaya ringan.”

Dalam mewujudkan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat
dan biaya ringan perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan
hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Selain itu, tuntutan
perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi
perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien menjadi latar belakang
dibentuknya e-court. Seperti yang kita ketahui, kemajuan perkembangan
teknologi informasi menjadikan kemudahan sebagai sebuah tuntutan.
Efisiensi dan efektifitas hal-hal yang dapat diakses secara daring sudah
tidak diragukan lagi.

Layanan E-Court Sebagai Berikut :

1. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

E-Filing atau pendaftaran perkara secara online dilakukan
setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada Aplikasi e-
Court dengan memilih Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan
pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik
melalui aplikasi e-Court Makamah Agung Republik indonesia (MARI).
E-Filing dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara
secara elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan Tata
Usaha Negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran
gugatan dan/atau permohonan sekaligus memasukkan dokumen
elektronik. Hasil entry data yang terverifikasi dan diterima secara
prosedural, akan memulai suatu perkara perdata. Aplikasi inipun dapat
untuk memasukkan dokumen elektronik atas perkara yang sudah ada. E-
Filing juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan maupun

pengunduhan dokumen dalam rangka replik, duplik dan kesimpulan,
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pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen Tata Usaha
Negara. Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan standar-standar teknis
yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau
batasan lain felah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui
aplikasi E-Court.

2. e-Skum (Taksiran Panjar Biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court,
Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-
SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virfual Account) yang dapat dibayarkan
melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.

3. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)

Aplikasi E-Payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran

terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melaiui aplikasi e-SKUM
sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik.
Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar
biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (virtual
account), jangka waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang
telah ditentukan oleh sistem, dan memahami serta menyetujui bahwa
setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang timbul dari
perbedaan bank yang digunakan oleh Pengguna Terdaftar dengan
rekening resmi pengadilan dimana gugatan diajukan menjadi tanggung
jawab Pengguna Terdaftar. Untuk kelancaran dalam mendukung program
e-Court MA-RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal
manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara . Dalam hal ini bank yang
telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai
sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara.
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4. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Peraturan MA-RI Nomor 3 tahun
2018, disebutkan bahwa panggilan menghadiri persidangan terhadap
para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Untuk
Panggilan Elektronik dilakukan kepada Pihak Penggugat yang melakukan
pendaftaran secara elektronik dan memiliki bukti tertulis, sedangkan
Tergugat Panggilan Pertama dilakukan melalui Jurusita Pengadilan dan
dapat dilakukan panggilan secara elekironik dengan menyatakan
persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik, serta kuasa
hukum wajib memiliki persetujuan secara tertulis dari prinsipal untuk
beracara secara elektronik.

5. (e-Litigasi) Persidangan Secara elektronik
Aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik
(online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan
seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.

6. Putusan Secara Elektronik
E-court memuat Informasi Putusan yaitu tanggal putusan, tanggal

minutasi dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini.

- Implementasi SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi
teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada
masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk
memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja
yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif
dan efesien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah
media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk

mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya
e e ]
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murah. Sehingga dengan format SIPP versi 5.3.1, masyarakat dapat
mengontrol pelaksanaan proses pengadilan melalui Website, dimana
terdapat fitur — fitur baru yaitu penambahan fungsi template, delegasi
online, dan integrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Perkara
(SIAP) Mahkamah Agung dan Direktori Putusan.

Aplikasi tersebut dibuat untuk memudahkan pada pelayan
masyarakat maupun pencari keadilan. SIPP merupakan aplikasi
teknologi berbasis web untuk memberikan semua informasi perkara
terkait proses penanganan perkara. Misalnya, pendaftaran perkara, biaya
perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal
persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun
dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah. Selain itu, aplikasi
SIPP ini difungsikan pimpinan pengadilan memonitor kinerja hakim dan
aparatur pengadilan, tertib administrasi sebagai media kerja yang efektif

bagi internal pengadilan termasuk pengawasan media.
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D. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2023

Pengelolaan Persuratan mengacu pada ketentuan dalam Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu . Surat Masuk dan Surat Keluar Kedinasan

melalui satu pintu pengelolaan dibagian Umum dan Keuangan. Data
Persuratan dari Januari s/d Desember 2023 dapat dilihat pada table
dibawah ini :

| Umum dan Keuangan | 166 | 323

i
2 | Kepegawaian, Ortala 216 479
3 | Perencanaan, Tl dan Pelaporan 27 33
4 | Perkara 233 586
5 | Hukum 3 15
6 | Panitera 5 81
7 | Sekretaris 12 79
Jumlah 662 1.596
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BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
- Akreditasi Penjaminan Mutu .

Akreditasi sejatinya adalah suatu pengakuan formal yang
diberikan oleh badan akreditasi terhadap kompetensi suatu
lembaga atau organisasi. Pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Palu telah terakreditasi pada Tahun 2018. Sesuai Surat Direktoral
Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor
: 891/Djmt.3/B/07/2018 Perihal Akreditasi. Persiapan Akreditasi
pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dibentuk team
kerja Akreditasi dari personel Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat
Struktural, Pegawai maupun para Honorer yang sangat
membantu hingga terlaksananya persiapan Akreditasi pada

- Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sehingga mendapatkan
Nilai yang memuaskan. Dalam hal Akreditasi tersebut Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu selaku Pimpinan sangat
memberikan apresiasi Team Akreditasi Pada Kantor Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu, dengan persiapan rapat team
Akreditasi dan pembuatan Surat Keputusan Ketua tentang
Penunjukan Kelompok Kerja Akreditasi demi terlaksana Peradilan
yang terakreditasi sesuai standar Akreditasi Pelayanan Peradilan.
Adapun kelompok Kerja Akreditasi terdiri dari 7 (tujuh) Area
akreditasi yang meliputi:

Area 1 : Manajemen Kepemimpinan dan Sumber Daya
Manusia;

Area 2 : Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara:

Area 3 : Sarana dan Prasarana Pengadilan;
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Area 4 : Pengelolaan SIPP dan Apliksi berbasis SIPP
Area 5 : Pelayanan Meja Informasi dan Meja Pengaduan
Area 6 : PNBP dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Area7 : Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat yang
Tidak Mampu

Seluruh Personal Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
secara keseluruhan Team Akreditasi pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu, beketja menyiapakan, memperbaiki, melengkapi
segala sesuatu yang menjadi syarat pokok penilaian guna
memenuhi Akreditasi Penjaminan Mutu Pelayanan. Pelaksanaan
Persiapan Akreditasi dilakukan dimulai Hari Kamis 26 Juli 2018
sampai dengan Minggu 12 Agusutus 2018 kurang lebih tiga minggu
dari Pagi, Siang, Malam, diluar hari kerja kantor seluruh tim
Akreditasi 7 Area bekerja keras untuk melengkapi data eviden demi
mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan standar

pelayanan peradilan.

Team Assesment Akreditasi melakukan penilaian Akreditasi
berlangsung selama 3 Hari dari tanggal 13 Agustus 2018 s/d 15
Agustus 2018. Setelah acara sambutan diruang sidang utama, Para
Ketua dan Anggota Team Akreditasi Penjaminan Mutu mulai
menanyakan, memeriksa dan meneliti data eviden seluruh 7 Area
Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Palu.

Pengumuman Hasil Penilaian Setelan 3 hari Assesmen
Akreditasi Penjaminan Mutu yang dimulai pada tanggal 12 Agustus
2018. Ketua Tim Assesor beserta anggota bertemu dengan seluruh
personil Pengadilan Tata Usaha Negara Palu diruang sidang utama
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dengan agenda pengumuman hasil pemeriksaan Akreditasi
Penjaminan Mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Tujuan dari agenda assesmen tersebut adalah untuk
menentukan status & penilaian Pengadilan Tata Usaha Negara palu
sesuai dengan Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen
Badilmiltun dan juga untuk melihat interaksi & implementasi dari
kebijakan, sasaran & prosedur termasuk pencapaiannya.

Dibacakan langsung oleh Ketua Assesor yaitu Ibu Ambar Susilowati
S.H., M.H. dengan nilai faktual yang tercapai pada 7 Area Akreditasi
Penjaminan Mutu sebagai berikut :

AREA 1 : Manajemen Kepemimpinan & Sumber Daya Manusia.
(Nitai Faktual : 102) Capaian : 94%

AREA 2 : Pola Bindalmin & SOP Penyelesaian Perkara. (Nilai
Faktual : 2119) Capaian : 89%

AREA 3 : Sarana & Prasarana Pengadilan. (Nilai Faktual : 241)
Capaian : 97%

AREA 4 : Pengelolaan SIPP & Aplikasi Berbasis {.T. (Nilai Faktual
: 474) Capaian : 91%

AREA 5 : Pelayanan Meja Informasi & Meja Pengaduan. (Nilai
Faktual : 372) Capaian : 99%

AREA 6 : PNBP & Biaya Proses Penyelesaian Perkara. (Nilai
Faktual : 146) Capaian : 94%

AREA 7 : Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak
Mampu. (Nilai Faktual : 56) Capaian : 100%
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Setelah hasil penilaian dari para Tim Assesor, Pengadilan Tata
Usaha Negara Palu dipandang pantas & layak mendapatkan nilai A
(Excelent).

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Latar belakang pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) adalah untuk mempermudah proses administrasi pada
Pengadilan Tata Uasa Negara Palu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu
kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap
penyelesaian Pelayanan Pengadilan melaiui satu pintu.
Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-
prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi,
akuntabilitas, dan aksesibilitas. Pada meja Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) yang di tempatkan pada Loby depan ruang sidang yang
menempati meja pelayanan adalah bagian Kepaniteraan dan
Kesekretariatan maupun Piket resepsionis. Pelayanan Terpadu Satu
Pintu sangat memudahkan para pencari keadilan mendapatkan
informasi, mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, akuntabel.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP) merupakan standar dalam
pelayanan peradilan oleh karena itu, sebagai pelayan masyarakat selalu
memberikan pelayanan optimal yang terbaik untuk para pengunjung

maupun pencari keadilan.

- Inovasi Pelayanan Publik
Mengapresiasi dan mendorong kualitas pelayanan masyarakat
yang lebih baik seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dimana pada pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa “ Pengadilan
membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang
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sederhana, cepat dan biaya ringan, vang juga menjadi acuan
dalam kompetisi ini adalah SK Ketua MA Nomor 026/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan dan SK Ketua MA Nomor 1-144/2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik
yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan
kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan
tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan
pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan
kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya
tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan public.

Pelayanan Publik di badan peradilan indonesia hari ini telah
beberapa kali melakukan pembaruan yang berkemajuan
(progresif), tiadalah hal yang abadi kecuali perubahan itu sendiri,
dengan perubahan-perubahan yang mengarah pada kemudahan
pemberian pelayanan publik, cepat, murah dan sederhana bagi
masyarakat pencari keadilan yang mengoptimalkan teknologi
Informasi. Dalam hal meningkatkan dan mewujudkan pelayanan
Akreditasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu perlu adanya
Inovasi Pelayanan Publik untuk memudahkan para pemberi
pelayanan maupun dapat memberikan pelayanan yang cepat,
mudah dan tepat, efesien, akuntabel. Inovasi tersebut berupa
fasilitas ruang sidang, ruang tunggu para pihak yang sebelumnya
dibawah standar layanan sekarang menjadi lebih nyaman yang
sesuai dengan standar layanan Akreditasi, Informasi kompetensi
layanan kepada masyarakat, tersedianya Nomor antrian agar lebih
dimaksimalkan  pemanfaatannya dengan  memperhatikan
mekanisme antrian bagi penyandang disabilitas, tersedianya
duplikasi meja PTSP yaitu meja media center/ layanan disabilitas
dengan meja umum, tersedianya Sarpras disabilitas Ramp an
Guiding Blok sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor :
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14/PRT/M/2017, tempat parkir dan sarana prasarana yang lainnya
yang merupakan inovasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Palu. Adapun Inovasi lainnya berupa Aplikasi yang dibuat oleh
Pegawai yang dapat memudahkan mengikuti perkembangan

zaman yang semakin modern ini.
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BAB VI
PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang terdiri dari
pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan
melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai
pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung
terhadap bawahannya secara preventif dan agar pelaksanaan tugas
bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan
rencana kegiatan dan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku,
sedangkan pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat
pengawasan yang khusus ditunjuk melaksanakan tugas tersebut
dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu.

Bahwa setiap Pimpinan satuan Organisasi di lingkungan
Lembaga Peradilan wajib menjalankan pengawasan melekat sebagai
bagian dari pelaksanaan fungsinya untuk melaksanakan pemeriksaan
rutin / reguler dalam upaya pengendalian Internal.

Bahwa pada Tanggal 8 sampai dengan 10 Februari 2023
melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada bagian
Kesekretariatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Tim Monitoring
dan Evaluasi di Lingkungan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar yang meleksanakan sebagai berikut :

1. HENDRO PUSPITO,SH.MH

2. ABDIN,SH

3. ADNAN,SE.SH

4. HARYOKO PRABOWO,SE.SH
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